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PENDAHULUAN

Menurut sejarahnya, cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah dikenal sejak jaman Yunani kuno, yang kemudian dilanjutkan pada jaman keemasan Romawi dan selanjutnya dari masa ke masa menyebar ke berbagai belahan dunia, hingga ke Amerika Serikat pada sekitar tahun 1870 .  Satu hal yang patut digarisbawahi adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada jaman itu masih sederhana, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. 
Arbitrase baru digunakan setelah sengketa lahir;

2. 
Digunakan untuk penyelesaian sengketa diantara kerabat, tetangga atau mereka yang hidupnya bersama-sama;

3. 
Arbitrator yang dipilih adalah mereka yang dikenal baik oleh para pihak dan tidak terikat pada ikatan-ikatan tertentu.

Sesuai dengan perkembangan bisnis yang melintasi batas-batas negara, dewasa ini arbitrase tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang industri dan perdagangan, melainkan juga sengketa-sengketa hukum dan setiap masalah yang berada di luar yurisdiksi pengadilan.

Arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional, baik untuk sengketa yang bersifat privat (perdata) maupun yang bersifat publik yang menyangkut hubungan antar negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Piagam PBB.

Menurut John Tillotson dalam bukunya “Contract Law Perspective”, pada umumnya penyelesaian dengan arbitrase dipilih untuk sengketa kontraktual (baik yang bersifat sederhana maupun kompleks) untuk jenis-jenis sengketa sebagai berikut: 

a. 
Quality arbitration, yaitu sengketa yang menyangkut permasalahan faktual (question of fact) yang memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi;

b. 
Technical arbitration, yaitu sengketa yang tidak menyangkut permasalahan faktual;

c. 
Mixed arbitration, yaitu sengketa gabungan baik mengenai permasalahan faktual maupun hukum (question of fact and law).

Beberapa definisi tentang arbitrase yang dapat dikutip, antara lain:

Jean Robert: 

“arbitration means instituting a private jurisdiction by which litigations are withdrawn from the public jurisdictions in order to be resolved by individuals vested, for a given case, with the powers to judge such litigations.”

Abdul Kadir, Ken Hoyle & Geoffrey Whitehead:

“arbitration is the voluntary submision of a dispute to a person qualified to settle it, with an agreement that the arbitrator’s decision shall be final and binding.”

KLAUSULA ARBITRASE

Beberapa contoh standar klausula arbitrase, antara lain:

1. 
Standar klausula arbitrase ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes):

“The parties hereto consent to submit to the International Centre for Settlement of Investment Disputes any dispute in relation to or arising out of this Agreement for settlement by arbitration pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and nationals of other States.”

2. 
Standar klausula arbitrase UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) :

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invaliditu thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules at present in force.”

3. 
Standar klausula arbitrase ICC (International Chamber of Commerce):

“Any dispute arising in connection with the present conract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chambers of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.”

KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL

Diantara konvensi-konvensi yang mengatur tentang arbitrase komersial internasional adalah:

1. 
Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau Konvensi New York 1958
Konvensi ini ditandatangani oleh 40 negara pada tanggal 10 Juni 1958. Naskah rancangan Konvensi dihasilkan dalam suatu konferensi yang dihadiri oleh 28 negara (3 negara sebagai pengamat) dan 13 organisasi internasional.  Konvensi ini terdiri atas 16 pasal dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

2. 
The European Convention on International Commercial Arbitration atau Konvensi Eropa 1961
Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 21 April 1961 oleh 19 negara Eropa dan diratifikasi oleh negara-negara Eropa pada umumnya.  Satu hal yang menarik adalah bahwa negara-negara di luar Eropa juga dapat mengikatkan dirinya untuk meratifikasi Konvensi.  Konvensi ini terdiri atas 10 pasal dan 1 Annex penjelasan.

3. 
Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of Other States atau Konvensi Bank Dunia (Washington) 1965

Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 18 Maret 1965, yang dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik investor asing secara sepihak oleh negara-negara berkembang sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada saat itu.    Konvensi ini terdiri atas 10 bab dan 67 pasal. 

Pada saat ini badan arbitrase ICSID merupakan badan arbitrase yang paling banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa-sengketa komersial internasional, khususnya dalam rangka penanaman modal. 

PILIHAN HUKUM 

Hukum yang diberlakukan oleh badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pada dasarnya adalah hukum yang seara tegas dipilih oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Apabila para pihak tidak membuat pilihan hukum, maka para arbitrator akan menentukan sendiri hukum yang paling sesuai.  Dalam hal demikian atau apabila pilihan hukum yang telah ditetapkan ternyata tidak memuaskan salah satu pihak atau para pihak, maka sumber hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat diambil dari hukum kebiasaan berdasarkan praktek perdagangan internasional yang lazim atau “Lex Mercatoria”.

Isitilah Lex Mercatoria ini juga kerap disebut dengan “the Law of Merchant”  atau “the law of international trade” atau “international commercial usages or recognized principles of public international law and the law of international arbitration” atau “the law proper to international economic relations.”

Konsep ini bermula dari praktek dan kebiasaan dalam dunia perdagangan internasional yang telah diterima secara umum dan dijalankan secara terus menerus, praktek perdagangan mana pada akhirnya diterima oleh banyak negara sebagai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan komersial internasional (international commercial rules). 

Dalam praktek, pengakuan terhadap Lex Mercatoria ini juga diakui dalam kontrak komersial internasional serta praktek oleh negara-negara.  

YURISDIKSI BADAN ARBITRASE

Yang dimaksud dengan yurisdiksi dalam konteks bahasan arbitrase komersial internasional adalah batas-batas berlakunya Konvensi yang mendasari atau batas-batas wewenang dari badan arbitrase terkait di dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam konteks kompetensi  ini, badan-badan arbitrase internasional menempatkan dirinya sebagai “the judge of its own competence” dalam arti berwenang untuk menetapkan apakah persyaratan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya telah memenuhi persyaratan konvensi dan berada dalam kewenangannya.

Wewenang mana terkait dengan “doctrine of severability”. 

Khusus tentang yurisdiksi badan arbitrase ICSID sebagai contoh, berdasarkan Pasal 25 Konvensi Washinton terdapat sedikitnya 3 (tiga) persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan badan arbitrase ini dalam menyelesaikan sengketa, yaitu:

1. 
Harus ada kesepakatan diantara para pihak;

2. 
Jurisdiksi ratione materiae. Yang menjadi yurisdiksi ICSID adalah terbatas pada sengketa-sengketa hukum saja sebagai akibat adanya penanaman modal;

3. 
Jurisdiksi ratione personae. ICSID hanya berwenang untuk mengadili sengketa-sengketa antara negara dengan warga negara asing lainnya, yang negaranya juga adalah peserta Konvensi. 

